PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 69 TAHUN 2008
TENTANG
QUAJS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN Tl NDAK Pl DANA
PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

bahwa untuk nel aksanakan ket entuan Pasal 58 ayat (1) Undang- Undang
Nonor 21 Tahun 2007 tentang Penberantasan Tindak Pidana
Per dagangan Orang, perlu mnenetapkan Peraturan Presiden tentang
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Ti ndak Pi dana Perdagangan
O ang;

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonor 21 Tahun 2007 tentang Penberantasan
Ti ndak Pidana Perdagangan Orang (Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Tahun 2007 Nonor 58, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a Nonor 4720);

MEMUTUSKAN:
Menet apkan :
PERATURAN PRESI DEN TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TI NDAK Pl DANA PERDAGANGAN ORANG

BAB |
KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dal am Peraturan Presiden ini yang di naksud dengan:

1. GQugus Tugas Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana
Per dagangan Orang Pusat, yang sel anj utnya di sebut Gugus Tugas
Pusat adal ah | enbaga koor di nati f yang bert ugas

mengkoor di nasi kan upaya pencegahan dan penanganan tindak
pi dana perdagangan orang di tingkat nasional.

2. GQugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang Provinsi, yang selanjutnya disebut Gugus
Tugas Provinsi adalah |enbaga koordinatif yang bertugas
mengkoor di nasi kan upaya pencegahan dan penanganan tindak
pi dana perdagangan orang di tingkat provinsi.

3. GQugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Per dagangan Orang Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut
GQugus Tugas Kabupaten/ Kota adal ah |enbaga koordinatif yang
bertugas nengkoordi nasi kan upaya pencegahan dan penanganan
ti ndak pi dana perdagangan orang di tingkat kabupaten/kota.

4. Menteri adalah nenteri yang nenbi dangi urusan penberdayaan
per enpuan.



BAB | |
QUAUS TUGAS PUSAT

Bagi an Kesatu
Penbent ukan, Kedudukan, dan Tugas

Pasal 2
Dengan Peraturan Presiden ini di bentuk Gugus Tugas Pusat.

GQugus Tugas Pusat berada di bawah dan bertanggung |awab
kepada Presi den.
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Pasal 3

Gugus Tugas Pusat berkedudukan di ibukota negara Republik
| ndonesi a.

Pasal 4
GUQus Tugas Pusat nenpunyai tugas :

nmengkoor di nasi kan upaya pencegahan dan penanganan nasal ah
ti ndak pi dana perdagangan orang;

b. nmel aksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama
bai k kerja sama nasi onal maupun i nternasional;
C. memant au per kenbangan pel aksanaan perlindungan korban yang

mel i puti rehabilitasi, pemul angan, dan reintegrasi sosial;
memant au per kembangan pel aksanaan penegakan hukum dan
nmel aksanakan pel aporan dan eval uasi .
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Bagi an Kedua
Or gani sasi

Pasal 5
Keanggot aan GQugus Tugas Pusat terdiri atas Pinpinan dan Anggot a.
Pasal 6

Pi npi nan QGugus Tugas Pusat sebagai mana di maksud pada Pasal 5
terdiri atas :

a. Ket ua ; Ment er i Negar a Koor di nat or bi dang
Kesej aht eraan Rakyat ;
b. Ket ua Hari an ; Ment eri Negara Penber dayaan Perenpuan;
C. Anggot a ; 1. Ment eri Dal am Neger i
2. Menteri Luar Negeri;
3. Ment eri Keuangan;
4. Ment eri Agans;
5. Menteri Hukum dan HAM
6. Ment eri Per hubungan;
7. Ment er i Tenaga Kerj a dan
Transm grasi ;
8. Menteri Sosial;
9. Menteri Kesehat an;



10. Menteri Pendidi kan Nasional ;

11. Menteri Kebudayaan dan Pari w sat a;

12. Menteri Komuni kasi dan | nformatika;

13. Menteri Negar a Per encanaan
Penbangunan/ Kepal a Bappenas;

14. Menteri Negara Penuda dan d ahraga;

15. Kepala Kepolisian Negara Republik
| ndonesi a;

16. Jaksa Agung Republik Indonesi a;

17. Kepala Badan Nasional Penenpatan
dan Perlindungan TKI;

18. Kepala Badan Intelijen Negara;

19. Kepal a Badan Pusat Statisti k.

Pasal 7

Anggota @ugus Tugas Pusat sebagai mana di maksud pada Pasal 5
mer upakan wakil-wakil dari unsur penerintah, penegak hukum
organi sasi nasyarakat, |enbaga swadaya nasyarakat, organi sasi
profesi, dan peneliti/akadem si.

Pasal 8

Anggot a Gugus Tugas Pusat di angkat dan di berhenti kan ol eh Presiden
atas usul Ketua Gugus Tugas Pusat.

Pasal 9

Anggot a Gugus Tugas Pusat dijabat secara ex officio ol eh pejabat
struktural atau fungsional pada masi ng-masi ng unsur.

Pasal 10

(1) Dal am nel aksanakan tugasnya, Ketua Harian dapat nenbent uk Sub
GQugus Tugas Pusat sesuai dengan kebut uhan.

(2) Sub Gugus Tugas Pusat sebagai mana di naksud pada ayat (1)
di pinmpin oleh seorang Koordinator Sub Qugus Tugas, Yyang
ber anggot akan dari Anggota Qugus Tugas Pusat.

(3) Pel aksanaan ketentuan sebagai mana di naksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur ol eh Ketua Hari an.

Bagi an Ketiga
Sekretari at

Pasal 11

(1) Untuk nenbantu kel ancaran pel aksanaan tugas, kepada Qugus
Tugas Pusat di perbantukan unit kerja Sekretariat.

(2) Sekretariat sebagai mana di naksud pada ayat (1) dil aksanakan
olen salah satu wunit Kkerja yang berada di |ingkungan
Kenenteri an Negara Penberdayaan Perenpuan, yang ditetapkan
ol en Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(3) Sekretariat sebagai mana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dipinmpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara



fungsi onal bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Pusat dan
secara adm nistratif bertanggungj awab kepada Menteri .

(4) Sekretariat sebagai mana di mraksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) bert ugas menberi kan dukungan tekni s dan
adm ni stratif kepada Gugus Tugas Pusat.

BAB |11
QUAJS TUGAS PROVI NSI' DAN GQUGAUS TUGAS
KABUPATEN KOTA

Pasal 12

(1) D Provinsi dibentuk Gugus Tugas Provinsi sesuai dengan
ket ent uan perat uran perundang- undangan.

(2) Gugus Tugas Provinsi berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Guber nur.

Pasal 13

(1) D Kabupaten/Kota di bentuk GQugus Tugas Kabupaten/ Kota sesua
dengan ket entuan peraturan perundang-undangan.

(2) CGugus Tugas Kabupat en/ Kot a ber ada di bawah dan
ber t anggungj awab kepada Bupati /Wl i kot a.

Pasal 14

Pengat uran nengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan, dan
anggaran @Qugus Tugas Provinsi dan GQugus Tugas Kabupaten/Kota
di atur sesuai dengan ket entuan peraturan perundang- undangan dengan
menper hati kan ketentuan nengenai tugas, susunan organi sasi
keanggot aan, dan anggaran @Qugus Tugas Pusat yang diatur dalam
Perat uran Presiden ini.

BAB |V
MEKANI SME KERJA

Bagi an Kesatu
Umum

Pasal 15

Untuk nmenjamn sinergitas dan Kkesinanmbungan | angkah-1angkah
penberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu,
Gugus Tugas Pusat, (@Gugus Tugas Provinsi, dan Qugus Tugas
Kabupat en/ Kot a nel akukan koordi nasi dan hubungan secara | angsung
dengan instansi terkait dan pihak terkait |ainnya untuk nenyusun
kebi j akan, program kegi atan dal am bentuk Rencana Aksi Nasi onal
dan Rencana Aksi Daer ah.

Pasal 16
Untuk rmenjamin efektivitas |angkah-1angkah pencegahan dan

penanganan tindak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas Pusat,
GQugus Tugas Provinsi, dan Q@Qugus Tugas Kabupaten/Kota nelakukan



koordi nasi, penmantauan dan evaluasi, serta pelaporan secara
peri odi k.

Bagi an Kedua
Koor di nasi

Pasal 17

Koordi nasi GQugus Tugas Pusat neliputi koordi nasi nasi onal
koor di nasi pl eno, koordi nasi sub gugus, dan koordi nasi khusus.

Pasal 18

(1) Koordinasi nasional dilaksanakan ol eh Gugus Tugas Pusat yang
dii kuti Gugus Tugas Provinsi dan GQugus Tugas Kabupat en/ Kot a.

(2) Koordinasi nasional sebagai mana dinmaksud pada ayat (1)
di | aksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
t ahun.

(3) Koordinasi nasional sebagai mana dimaksud pada ayat (1)
bertuj uan untuk nemantau, nenbahas masal ah dan hanbat an, dan
nmensi ner gi skan pel aksanaan | angkah-1angkah pencegahan dan
penanganan ti ndak pidana perdagangan orang secara nasi onal .

(4) Dalam koordinasi nasional, wakil-wakil unsur penerintah,
penegak  hukum or gani sasi masyar akat , | enbaga swadaya
masyar akat, organi sasi profesi, dan peneliti/akadem si selalu
ber koor di nasi dengan i nduk instansi/l enbaga masi ng- masi ng.

Pasal 19
(1) Koordinasi pleno diikuti seluruh anggota GQugus Tugas Pusat.
(2) Koordi nasi pl eno sebagai mana di maksud pada ayat (1)
di | aksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 (enpat)
bul an.
Pasal 20

(1) Koordinasi sub gugus tugas diikuti seluruh anggota sub gugus
tugas pada Gugus Tugas Pusat.

(2) Koordinasi sub gugus tugas sebagai nana di mnaksud pada ayat (1)
di | aksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 2 (dua)
bul an.

Pasal 21

(1) Dalam hal diperlukan penanganan khusus dal am pencegahan dan
penanganan ti ndak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas Pusat
dapat nel aksanakan koordi nasi khusus.

(2) Koordinasi khusus sebagai mana di naksud pada ayat (1) diikuti
oleh seluruh anggota (Qugus Tugas Pusat dan dapat
nmengi kut sertakan Gugus Tugas Provinsi dan Qugus Tugas
Kabupat en/ Kot a.

(3) Koordi nasi khusus sebagai nana di maksud pada ayat (1)
bert uj uan unt uk nmenyi kapi per masal ahan khusus yang
menbut uhkan penmecahan secara cepat dan tepat.



Pasal 22

Hasi| koordi nasi Gugus Tugas Pusat nenjadi acuan bagi pel aksanaan
tugas @ugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupat en/ Kot a.

Pasal 23

Pel aksanaan tugas Qugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi, dan
GQugus Tugas Kabupaten/ Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam
satu kesatuan kebijakan dalam rangka upaya pencegahan dan
penanganan ti ndak pi dana perdagangan orang.

Pasal 24

Hasi| koordi nasi sebagai mana di mnaksud dal am Pasal 17, Pasal 18,
Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 oleh
masi ng- masi ng anggota @ugus Tugas Pusat disanpai kan kepada
i nstansi masi ng-masi ng untuk dil aksanakan sesuai dengan tugas dan
fungsi nya dengan nmenper hat i kan ket et uan per at ur an
per undang- undangan.

Bagi an Ketiga
Pemant auan, Eval uasi, dan Pel aporan

Pasal 25

Pemant auan per kenbangan pel aksanana tugas ol eh Gugus Tugas Pusat
di | akukan secara berkala dan sewakt u-waktu, baik nelalu

koor di nasi nasi onal, koordinasi pleno, koordinasi sub gugus tugas,
dan koordi nasi khusus, serta pemantauan |angsung ke | apangan atau
menggunakan sar ana komruni kasi yang tersedi a.

Pasal 26

(1) Eval uasi pel aksanaan tugas neliputi eval uasi t ahunan,
eval uasi pertengahan periode, dan eval uasi akhir periode.

(2) Evaluasi pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara internal
dan/ at au el i bat kan pi hak keti ga.

(3) Ketentuan nengenai evaluasi pelaksanaan tugas sebagai nana
di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih |anjut ol eh
Ketua Hari an.

Pasal 27

(1) Sub @ugus Tugas Pusat nelaporkan hasil pel aksanan tugas
kepada Ketua Hari an.

(2) Laporan nasing-masing Sub Qugus Tugas Pusat sebagai mana
di maksud pada ayat (1) dibahas dal am koordi nasi pleno Gugus
Tugas Pusat .

Pasal 28



Ketua @ugus Tugas Pusat nelaporkan hasil pelaksanaan tugasnya
kepada Presiden dan nasyarakat secara tahunan dan |inma tahun.

Pasal 29

Ket ent uan nengenai nekani sne kerja Gugus Tugas Pusat yang diatur
dal am Peraturan Presiden ini berlaku bagi Gugus Tugas Provinsi dan
GQugus Tugas Kabupat en/ Kot a.

BAB V
ANGGARAN

Pasal 30

(1) Anggaran pel aksanaan tugas Gugus Tugas Pusat dibebankan
kepada Anggaran Pendapat an dan Bel anja Negara cq. Kenenterian
Negar a Penber dayaan Perenpuan

(2) Anggaran pelaksanaan tugas QGugus Tugas Provinsi dibebankan
kepada Anggar an Pendapat an dan Bel anja Daerah Provinsi.

(3) Anggaran pelaksanaan tugas Qugus Tugas Kabupaten/ Kot a
di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupat en/ Kot a.

Pasal 31

Hasi| koordinasi Qugus Tugas Pusat, GGugus Tugas Provinsi, dan
Gugus Tugas Kabupaten/ Kota yang pel aksanaannya nenjadi tanggung
| awab masi ng- nasi ng I nst ansi bai k Pusat maupun Daer ah
penbi ayaannya di bebankan kepada anggaran dari masi ng- masi ng
instansi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
per undang- undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALI HAN

Pasal 32

Gugus Tugas atau satuan tugas lain yang nmemliki tugas yang samm
dengan tugas Qugus Tugas yang sudah terbentuk sebel um Peraturan
Presiden ini ber | aku, sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Presiden ini dinyatakan tetap berlaku dengan ket entuan
dal am waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib menyesuai kan dengan
Perat uran Presiden ini.

Pasal 33

Dengan berl akunya Peraturan Presiden ini, Keputusan Presiden Nonor
88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasi onal Penghapusan
Per dagangan (Trafi ki ng) Perenpuan dan Anak di cabut dan di nyat akan
ti dak berl aku.

BAB VI |
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 34
Peraturan Presiden ini nulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Novenber 2008
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.

DR H. SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO



